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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  

DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan; 

  b. bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 

diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan 

modern berbasis teknologi informasi; 

  c. bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan 

tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan 

tetap menghormati hak asasi manusia; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 

Pengadilan secara Elektronik; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5078); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
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Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3713); 

  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4282); 

  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

  8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

  12.  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
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  14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 

Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51); 

  15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66); 

  16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI 

DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN 

SECARA ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Penyidik adalah penyidik menurut peraturan perundang- 

undangan. 

2. Penuntut adalah Penuntut Umum yang berasal dari 

Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat 

Militer, dan Oditurat Militer Tinggi. 

3. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah 

Syar’iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, 

Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, 

Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung. 
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4. Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di 

Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor 

Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Hakim/Majelis Hakim. 

5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan 

adalah rumah tahanan negara menurut peraturan 

perundang-undangan. 

6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Lapas adalah lembaga pemasyarakatan menurut 

peraturan perundang-undangan. 

7. Penasihat Hukum adalah penasihat menurut peraturan 

perundang-undangan. 

8. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem 

informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk 

memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang 

meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara 

Elektronik. 

9. Domisili Elektronik adalah layanan pesan (messaging 

services) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, 

Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, 

Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas. 

10. Administrasi Perkara adalah proses pelimpahan perkara, 

penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis 

Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, 

penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian 

panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen 

keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan 

sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, 

petikan putusan, dan salinan putusan. 

11. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses 

pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, 

penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, 

penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian 

dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, 

tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, 


